
­ Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas dan 

transparansi pelaporan serta pelaksanaan akuntansi bagi fungsi-fungsi 

akuntansi pada badan layanan umum daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 

ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah, badan layanan umum daerah mengembangkan dan 

menerapkan kebijakan akuntansi dengan peraturan kepala daerah.  

 

­ Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); 

UU No. 12 Th 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 

Thn 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur 

dan UU No. 16 Thn 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar 

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta; UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU  No. 9 Thn 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; PP No. 71 Thn 2010; PERMENDAGRI No. 79 Thn 2018; PERMENDAGRI 

No. 77 Thn 2020; PERDA No. 1 Thn 2023 

 

­ Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kebijakan akuntansi badan layanan 

umum daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam 

pengaturannya. Memberi pedoman pelaksanaan Akuntansi bagi fungsifungsi 

Akuntansi pada BLUD. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan operasional Akuntansi bagi fungsi-fungsi Akuntansi di BLUD. 
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CATATAN  : 

 
1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka inovasi yang dihasilkan dan 

diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi 

Daerah 

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan diundangkan pada tanggal 4 

September 2024 

3. Lampiran : 185 hlm 

 


